
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang pendidikan dititik beratkan pada 4 (empat)

kebijakan yaitu perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan

mutu, peningkatan relevansi dan peningkatan efisiensi serta efektivitas

pengelolaan pendidikan. Perluasan kesempatan, diupayakan sejalan dengan

keadilan dalam memperoleh pendidikan meialui kebijakan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 tahun. Menko Kesra Soepardjo Roestam pada

Kebijksanaan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dalam Pelita V

menyampaikan bahwa dalam memperluas kesempatan untuk memperoleh

pendidikan perlu tetap memperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan

meningkatkan keterampilan bagi anak yang berasal dari keluarga yang

kurang mampu, penyandang cacat atau pun bertempat tinggal di daerah

terpencil.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada pidato

Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun tanggai 2 Mei 1994.

mengatakan bahwa :

" Pendidikan dasar 9 tahun secara langsung dapat menunjang fungsi-
fungsi dasar pendidikan dalam : (1) mencerdaskan kehidupan bangsa
karena diperuntukan bagi semua warga negara tanpa membedakan
golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi; (2)
menyiapkan tenaga kerja industri meialui pengembangan kemampuan dan
keterampilan dasar untuk belajar (basic learning skills) serta dapat
menunjang terciptanya kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional
lebih lanjut; dan (3) membina penguasaan iptek karena meialui wajar
dikdas 9 tahun ini dimungkinkan untuk dapat memeperluas mekanisme

 



seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa", "...
Sebagai salah satu negara di ambang era industri. Indonesia tidak
mempunyai pilihan lain kecuali melaksanakan perluasan dan pemerataan
kesempatan pendidikan..." (Wardiman Djojonegoro, 1998)

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990

tentang Pendidikan Dasar, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang

lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di

Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Dengan demikian pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bisa

berjalan jika wajib belajar 6 tahun yaitu di tingkat SD tuntas artinya semua

penduduk usia SD (7 - 12 tahun) sudah selesai mengikuti pendidikan di

tingkat SD sampai tamat kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP.

Sebelum wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan,

dilakukan terlebih dahulu upayakan perintisan pada tahun 1988/1989 (akhir

Pelita IV) dimana pada saat itu penduduk usia SD (7 - 12 tahun) sudah

99,6% mengikuti dan tamat pendidikan di tingkat Sekolah Dasar sehingga

upaya yang perlu terus dilakukan adalah mentuntaskan sisa penduduk usia

SD sebesar 0,4% untuk mengikuti pendidikan di tingkat SD sampai tamat.

Untuk mengakomodasikan program tersebut di atas dalam sistem dan

satuan pendidikan, maka dikembangkan pola-pola sistem pendidikan baik

untuk tingkat Sekolah Dasar maupun tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama. Pola tersebut sebagaimana yang dipublikasikan meialui brosur

penyuluhan wajib belajar pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Jenjang

Sekolah Dasar, terdiri atas Sekolah Dasar Biasa, Sekolah Dasar Kecil,

 



Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Dasar Terpadu,

Sekolah Luar Biasa, Kelompok Belajar Paket A, Ujian Persamaan Sekolah

Dasar, Madrasyah Ibtidaiyah, Pondok Pesantren. Jenjang SLTP, terdiri atas

SLTP Biasa, SLTP Kecil, SLTP Terpadu, SLTP Terbuka, SLTP LB, MTs, MTs

Terbuka, Kelompok Belajar Paket B, Ujian Persamaan SLTP dan Pondok

Pesantren.

Dalam implementasi wajib belajar pendidikan dasar, di lapangan

ditemukan beberapa kendala diantaranya adalah tidak sebanding antara

calon peserta didik dengan sarana yang tersedia, kondisi sosial ekonomi

masyarakat dan letak geografis calon siswa terhadap lembaga satuan

pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam

pidato pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mengatakan

bahwa :

Upaya mengejar target kuantitatif saja, yaitu menambah daya
tampung pendidikan dasar, meialui kebijakan pemerataan kesempatan
pendidikan, masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Di samping
itu, peserta didik yang tersebar di berbagai lokasi geografis yang sangat
beragam mulai daerah yang terpencil sampai kota metropolitan akan
menambah rumitnya penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Permasalahan
tersebut baru dilihat dari satu segi , yaitu pemerataan kesempatan,
padahal program wajar dikdas 9 tahun hams menghadapai tantangan lain
yang sama pentingnya yaitu peningkatan mutu, relevansi, serta
kesangkilan dalam pengelolaannya." (Wardiman Djojonegoro, 1998)

Pada pertengahan tahun 1997, Negara Republik Indonesia mulai

dilanda krisis ekonomi dan sampai saat ini belum kembali pada kondisi

semula. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah berdampak negatif yang

luas terhadap berbagai segi kehidupan baik bemegara maupun

bermasyarakat sehinga melahirkan krisis multi dimensi. Sementara itu proses

 



pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

diyakini akan mampu memberikan jalan keluar dari krisis tersebut, mendapat

tantangan yang berat baik langsung maupun tidak langsung. Tantangan berat

yang dialami langsung oleh masyarakat berupa ketidakmampuan ekonomi

dan berdampak terhadap tingginya siswa yang tercancam putus sekolah.

Pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab

terhadap pendidikan, berupaya memberikan solusi yang bersifat sementara

dan darurat yaitu Beasiswa bagi siswa yang terancam putus sekolah dan

Dana Bantuan Operasional (DBO) bagi sekolah yang mengalami kesulitan

biaya dalam pengelolaannya, program tersebut lebih kita kenal dengan

sebutan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Namun sesuai dengan sifatnya, JPS

adalah penanggulangan sementara dalam kondisi darurat, padahal kondisi

perekonomian Negara Republik Indonesia sampai saat ini belum pulih.

Dengan demikian agar program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

sukses: perlu upaya terobosan yang sekecil mungkin menyerap dana dari

orang tua siswa.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka (SLTP T) yang

pengembangannya dirintis sejak tahun 1979/1980 dan dikembangkan secara

besar-besaran setelah pencanangan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun,

perlu mendapat perhatian untuk mengoptimalkan fungsinya. Pola pengelolaan

program SLTP Terbuka didisain sedemikain rupa sehingga biaya yang

dikeluarkan oleh orang tua siswa diupayakan seminimal mungkin.

Dalam buku pedoman penyelenggaraan SLTP terbuka,

pengembangan SLTP Terbuka akan dilakukan sejak awal Pelita VI sampai

 



akhir Pelita VII tahun 2003/2004 dimana direncanakan wajar dikdas 9 tahun

akan tuntas, dan pada saat itu di programkan jumlah SLTP Terbuka di

seluruh Indonesia berjumlah 12.254 lokasi. Sedangkan di Propinsi Jawa

Barat, pengembangan SLTP Terbuka berlangsung sampai tahun ajaran

1998/1999 dengan total 721 lokasi. Setelah Propinsi Jawa Barat di bagi 2

(dua) propinsi yaitu Jawa Barat dan Banten, SLTP Terbuka di Jawa Barat

berjumlah 510 lokasi. Berdasarkan laporan terakhir (pada tahun ajaran

2001/2002) yang penulis peroleh, SLTP Terbuka yang operasional di Jawa

Barat tinggal 406 lokasi.

Di dalam program pembangunan pendidikan dasar dan pra sekolah

yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) 2001-2004, SLTP Terbuka masih

diandalkan untuk melayani masyarakat yang kurang beruntung. Masyarakat

tersebut adalah masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing.

minoritas, dan daerah bermasalah termasuk anak jalanan. (Propenas, 2001-

2004 : VII-5)

Program SLTP Terbuka yang diperuntukan bagi penduduk usia SLTP

yang karakteristiknya seperti tersebut di atas, memiliki kerawanan putus

sekolah yang cukup tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan

bahwa rata-rata angka putus sekolah siswa SLTP Terbuka jauh diatas rata-

rata SLTP reguler, dan angka putus sekolah SLTP Terbuka Propinsi Jawa

Barat menduduki angka tertinggi yaitu 17, 57% (Dedi Supriadi, 2001 : 17)

Dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat yang selama ini menangani

pengelolaan program SLTP Terbuka, diperoleh data yang lebih rinci. Salah

 



satu contoh adalah data SLTP Terbuka yang ada di Kabupaten Sumedang.

Sampai dengan tahun pelajaran 2001/2002, SLTP Terbuka yang operasional

berjumlah 23 SLTP Terbuka, padahal sampai akhir pengembangan yaitu

tahun ajaran 1998/1999, berjumlah 33 sekolah. Hasil studi dokumentasi awal

yang dilakukan, diperoleh data bahwa jumlah siswa SLTP Terbuka yang

putus sekolah di Kabupaten Sumedang dari kls. I ke kls II (tahun ajaran

1998/1999) sejumlah 178 siswa (semula kls I 1.450 siswa, naik ke kls. II

1.272 siswa) dan dari kls II ke kls III (tahun ajaran 1999/2000) 663 siswa

(semula kls. II 1.272. siswa naik ke kls. Ill 609 siswa) sehingga jika

dibandingkan antara jumlah murid pada saat kls I dengan jumlah murid yang

naik ke kelas III dan lulus selisihnya adalah 841 siswa atau 58%.

Data lain menunjukkan angka yang lebih mencolok, yaitu angka putus

sekolah yang naik tajam. Siswa bam pada awal tahun ajaran 1999/2000

berjumlah 1.120 siswa, pada akhir tahun ajaran 2001/2002 (kls. Ill) tinggal

292 siswa. Dengan demikian jumlah siswa yang putus sekolah mencapai 828

siswa atau 73,93%. Angka putus sekolah tersebut tinggi sekali dan jika

dibiarkan akan berdampak buruk pada upaya penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar pada umumnya dan produktivitas SLTP Terbuka pada

khususnya, meskipun kita tahu bahwa ada SLTP Terbuka yang jumlah

siswanya cukup konstan.

Jika angka putus sekolah yang tinggi terus dibiarkan sehingga jumlah

siswa mencapai angka dibawah batas minimal (60) siswa, dimana satu SLTP

Terbuka minimal membuka 2 (dua) Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan tiap

TKB minimal mempunyai 10 siswa pertingkat. SLTP Terbuka tersebut sudah

 



tidak efisien lagi dan disarakan untuk ditutup. Hal itu sangat merugikan baik

dari sisi anggaran yang telah dikeluarkan maupuan penuntasan wajar dikdas

padahal disekitar daerah tersebut masih banyak penduduk usia SLTP yang

belum mengenyam pendidikan SLTP dan yang sederajat, tapi peluang yang

ada tidak dimanfaatkan secara optimal. Berikut ini jumlah siswa tiap SLTP

Terbuka tahun ajaran 2000/2001 dan 2001/2002.

Tabel 1.1

Jumlah Siswa Tiap SLTP Terbuka di Kabupaten Sumedang
Tahun Ajaran 2000/2001 dan 2001/2002

No Nama SLTP Terbuka 2000/2001 2001/2002

1 SLTP N 2 Tanjungsari 53
"

2 SLTPN 1 Tomo 97 55

3 SLTPN 1 Cadasngampar 42 29

4 SLTPN 1 Tanjungsari 266 90

5 SLTPN 2 Buahdua 93 -

6 SLTPN 1 Cimalaka 58 45

7 SLTPN 3 Tanjungkerta 22 -

8 SLTPN 1 Paseh 125 64

9 SLTPN 2 Sumedang 35 9

10 SLTPN 1 Rancakalong 55 26

11 SLTPN 1 Cibugel 58 13

12 SLTPN 1 Cimanggung 93 52

13 SLTPN 4 Wado 14
"

14 SLTPN 1 Conggeang 5 27

15 SLTPN 1 Wado 54 40

16 SLTPN 5 Situraja 34 9

17 SLTPN 5 Sumedang 115 30

18 SLTPN 1 Buahdua 16 -

19 SLTPN 6 Sumedang 43 -

20 SLTPN 7 Sumedang 59 42

21 SLTPN 2 Cimalaka 58 31

22 SLTPN 3 Cimalaka 48 -

23 SLTPN 1 Tanjungkerta 40 4

24 SLTPN 2 Tanjungkerta 52 -

25 SLTPN 2 Cikeruh 60 23

26 SLTPN 2 Situraja 85 61

27 SLTPN 6 Situraja 24 35

28 SLTPN 2 Darmaraja 33 -

 



29 SLTPN 3 Wado ! 43 11

30 SLTPN 2 Rancakalong I 83 43

31 SLTPN 1 Ujungjaya ! 58 57

32 SLTPN 2 Conggeang I 30 32

Sumber: Rekap Laporan Catur Wulan Pada Proyek Perluasan dan
Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat

Dilihat dari ketentuan, maka dari sejumlah 32 SLTP Terbuka di

Kabupaten Sumedang pada tahun ajaran 2000/2001, hanya 9 SLTP Terbuka

yang memenuhi syarat atau kalau kita ambil minimal 50 siswa, maka yang

memenuhi syarat hanya 18 SLTP Terbuka. Pada tahun ajaran 2001/2002,

dari 23 SLTP Terbuka hanya 3 sekolah yang mempunyai siswa di atas 60

orang dan hanya 6 sekolah yang mempunyai siswa di atas 50 orang, namun

jika angka putus sekolah tidak terlalu tinggi, SLTP Terbuka yang memenuhi

persyaratan/ ketentuan untuk dikembangkan lebih banyak. Padahal jika

dilihat, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SLTP,

Kabupaten Sumedang masih rendah yaitu 71,03 dan 56,62 disisi lain daya

tampung SLTP reguler tidak memungkinkan dan penduduk usia sekolah yang

kesulitan ekonomi makin meningkat akibat krisis yang berkepanjangan.

Dengan demikian seharusnya SLTP Terbuka menjadi pilihan penduduk usia

13- 15 tahun.

Jika SLTP Terbuka yang mempunyai siswa dibawah standar

dipertahankan, maka dari sisi penganggaran bisa dikategorikan pemborosan.

Namun di sisi lain ada beberapa siswa/murid yang memang sangat

merasakan manfaat dari pola SLTP Terbuka dalam mengenyam pendidikan

di tingkat SLTP, sehingga jika SLTP Terbuka tersebut di tutup atau

 



dibubarkan, kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan jadi

tertutup.

Dikatakan pemborosan mengingat 1 (satu) SLTP Terbuka dengan 2

Tempat Kegiatan Belajar (TKB) memerlukan biaya dalam satu tahun ajaran

sebesar:

a. Honor

1. Kepala Sekolah =1x12 bulan x Rp. 50.000,- = Rp. 600.000,-

2. Wakil =1x12 bulan x Rp. 50.000,- = Rp. 600.000,-

3. Guru Bina = 12 x 12 bulan x Rp. 30.000,- = Rp.4.320.000,-

4. Guru pamong = 2 x 12 bulan x Rp. 30.000,- = Rp. 720.000,-

5. Tata Usaha = 2 x 12 bulan x Rp. 25.000,- = Rp. 600.000,-

6. Pesuruh = 2 x 12 bulan x Rp. 15.000,- = Rp. 360.000,-

b. Transport

1. Guru Bina = 12 x 12 bulan x Rp. 20.000,- = Rp.2.880.000,-

2. Guru pamong = 2 x 12 bulan x Rp. 40.000,- = Rp. 960.000,-

c. ATK = 12 bulan xRp. 100.000,- = Rp.1.200.000,-

d. Jumlah (a+b+c) = 12.240.000,-

(Dua Belas Juta dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Disamping pemborosan, angka partispasi pun sebenarnya turun,

mengingat anak yang telah terhitung sebagai partisipan ditengah jalan keluar.

Jika tidak dilakukan penghitungan ulang yang memperhatikan angka putus

sekolah, kondisi ini sangat berbahaya mengingat kita berpegang pada angka

partisipasi yang salah. Padahal kenyataannya anak-anak tersebut tidak tamat

pendidikan SLTP dan sejumlah itu pula tidak menjadi bahan pertimbangan

 



dalam penyusunan rencana yang akan datang, pada akhirnya wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun tidak tuntas.

Berikut ini jumlah siswa SLTP Terbuka di Kabupaten Sumedang per

tingkat khusus tahun ajaran 2001/2002 :

Tabel2.1

Jumlah Siswa Per Tingkat SLTP Terbuka di Kabupaten Sumedang
Tahun Ajaran 2001/2002

No Nama SLTP Terbuka Kls I Kls. II Kls. Ill Jumlah I

1 '• SLTPN 1 Tomo 27 28 55

2 SLTPN 1 C. Ngampar - 22 7 29

3 SLTPN 1 Tanjungsari - 45 45 90

4 SLTPN 1 Cimalaka 24 21 45

5 SLTPN 1 Paseh - 42 22 64

6 SLTPN 2 Sumedang - 3 6 9

7 SLTPN 1 Rancakalong - - 26 26

8 SLTPN 1 Cibugel - 6 7 13

9 SLTPN 1 Cimanggung - 17 35 52

10 SLTPN 1 Conggeang 3 24 - 27

11 SLTPN 1 Wado 25 15 - 40

12 SLTPN 5 Situraja - 7 2 9

13 SLTPN 5 Sumedang 7 18 5 30

14 SLTPN 7 Sumedang - 19 23 42

15 SLTPN 2 Cimalaka 2 17 12 31

16 SLTPN 1 Tanjungkerta - - 4 4

17 SLTPN 2 Cikeruh - 9 14 23

18 SLTPN 2 Situraja 23 25 13 61

19 SLTPN 6 Situraja 35 - - 35

20 SLTPN 3 Wado - 10 1 11

21 ! SLTPN 2 Rancakalong 10 19 14 43

22 ! SLTPN 1 Ujungjaya 18 34 5 57

23 i SLTPN 2 Conggeang 14 9 9 32

Sumber: Rekap Laporan Catur Wulan Pada Proyek Perluasan dan
Peningkatan Mutu SLTP (Induk) Jawa Barat

Dari data pada kedua tabel tersebut di atas, yang paling menarik

perhatian penulis adalah kondisi SLTP Terbuka 1 Tanjungsari. Setelah

penulis mencari data, ternyata SLTP Terbuka 1 Tanjungsari disamping putus
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sekolahnya tinggi, pada tahun ajaran 2001/2002 tidak mempunyai siswa kelas

I. Padahal berdasarkan studi dokumentasi yang penulis lakukan, dari sisi

sarana, tenaga guru, potensi lingkungan dan calon siswa, SLTP Terbuka 1

Tanjungsari jika dibandingkan dengan SLTP Terbuka yang lain, paling

mempunyai peluang untuk bertahan bahkan berkembang. Disamping itu

SLTP Terbuka 1 Tanjungsari merupakan SLTP Terbuka unggulan Kabupaten

Sumedang, Propinsi Jawa Barat dan proyek percontohan tingkat Nasional.

Hal tersebut ditunjukkan dengan keberhasilan SLTP Terbuka 1 Tanjungsari

meraih 3 (tiga) kali juara 1 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)

SLTP Terbuka tingkat Propinsi Jawa Barat. Berikut ini data siswa SLTP

Terbuka 1 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang.

Tabel3.1

Jumlah Siswa SLTP Terbuka 1 Tanjungsari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang
Tahun Ajaran 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 dan 2001/2002

Tahun Ajaran Kls I Kls II Kls III Jumlah

i

1998/1999 160 136 119 415

1999/2000 139 \ 136 115 390

2000/2001 ! 93 | 98 75 266

2001/2002 |
I

45 i 45
: i

! !

90

Sumber : Rekap Lapc>ran Catur Wulan Pada Provek Perluasan dan 3eninekatan Mu

SLTP (Induk) Jawa Barat.

Dari 160 siswa kelas I pada tahun ajaran 1998/1999 yang lulus pada

tahun ajaran 2000/2001 sebanyak 75 orang, putus sekolah sebanyak 85

orang (53,13%). Dari 139 siswa baru kelas I tahun ajaran 1999/2000. yang

lulus pada tahun ajaran 2001/2002 sebanyak 45 orang, putus sekolah
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sebanyak 94 siswa atau 67,63%. Angka tersebut merupakan angka yang

sangat tinggi dan pada 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kenaikan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari hasil studi dokumentasi awal di Dinas Pendidikan Propinsi Jawa

Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, hampir di setiap SLTP

Terbuka angka putus sekolah siswa SLTP Terbuka tinggi. Di samping angka

putus sekolah yang tinggi, mutu SLTP Terbuka pun masih dibawah rata-rata

SLTP reguler. Namun mengingat berbagai keterbatasan dan daya tarik dari

data yang diperoleh tentang kondisi SLTP Terbuka 1 Tanjungsari Kecamatan

Tanjungsari Kabupaten Sumedang, masalah yang akan diteliti dibatasi

mengenai tingginya angka putus sekolah siswa di SLTP Terbuka 1

Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

Mengacu pada batasan masalah tersebut diatas dan sifat penelitian

kualitatif, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: " Apa

yang jadi penyebab tingginya angka putus sekolah siswa SLTP Terbuka

1 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan

bagaimana alternatif penanggulangannya".

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, tujuan penelitian dibagi

dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Memperoleh informasi deskriptif atau gambaran tentang faktor-

faktor penyebab tingginya angka putus sekolah siswa SLTP Terbuka 1

Tanjungsari serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
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penanggulangannya dalam rangka mengoptimalkan fungsi program SLTP

Terbuka sehingga pada gilirannya SLTP Terbuka menjadi pilihan dalam

kerangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di

Kecamatan Tanjungsari.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

Memperoleh gambaran penyebab tingginya angka putus sekolah siswa

SLTP Terbuka 1 Tanjungsari dari faktor:

a. Siswa dan kondisi sosial ekonomi keluarga

b. Sumber daya (manusia, sarana/prasarana dan biaya)

c. Kepemimpinan Kepala Sekolah

d. Dukungan masyarakat dan Tim Koordinasi Wajar Dikdas

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang, batasan dan rumusan

masalah serta tujuan penelitian, dapat saya kemukakan beberapa pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh manakah kondisi siswa dan latar belakang sosial ekonomi

keluarga menyebabkan tingginya angka putus sekolah ?

2. Sejauh manakah kondisi sumber daya (manusia, sarana/prasarana dan

biaya) menyebabkan tingginya angka putus sekolah ?

3. Sejauh manakah kepemimpinan kepala sekolah selaku menyebabkan

tingginya angka putus sekolah ?

4. Sejauh manakah kondisi dukungan masyarakat dan Tim Koordinasi Wajar

Dikdas menyebabkan tingginya angka putus sekolah ?

 



E. Manfaat Penelitian

Penelitian diskriptif ini diupayakan untuk menemukan penyebab dan

upaya penanggunlangan tingginya angka putus sekolah siswa SLTP Terbuka

1 Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu

saya berkeyakinan bahwa penelitian ini mempunyai manfaat baik secara

teoritis maupun operasional.

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan sekecil

apapun untuk penelitian dan pengembangan ilmu administrasi pendidikan

terutama kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam

pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Manfaat Operasional

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pengelola

SLTP Terbuka baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun

pengendalian, bagi dinas instansi terkait dalam upaya menciptakan rasa

percaya dan bangga pada masyarakat, siswa, orang tua siswa terhadap

SLTP Terbuka sehingga angka putus sekolah yang tinggi bisa ditekan

serendah mungkin hingga 0 %. Mudah-mudahan pada cHirannya SLTP

Terbuka berfungsi secara optimal sebagai pola alternatif dalam

penuntasan wajar dikdas 9 tahun di Kabupaten Sumedang khususnya

Kecamatan Tanjungsari.

F. Metode Penelitian

Mengingat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif

dan bersifat deskriptif, maka saya sangat menyadari bahwa penelitian ini
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hams menggali dan mengekplorasi data dan informasi sebanyak dan

sedalam mungkin dari sumber data primer maupun sekunder secara utuh

tanpa ada penyesuaian. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:3)

mendefinisikan :

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskripftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati secara holisitk (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak
boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau
hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu
keutuhan.

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan.

Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan

dengan kenyataan-kenyataan ganda; Kedua, metode ini menyajikan secara

langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan Ketiga,

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak

penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

(Moleong, 2001 : 5).

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, menurut

Bagdan (Moleong, 2001 : 85) ada tiga tahap yaitu pra lapangan, kegiatan

lapangan dan analisis intensif. Berkenaan dengan penelitian yang akan

dilakukan. tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tahap pra lapangan, dilakukan meialui studi dokumentasi untuk

memperoleh data yang lengkap yang menggambarkan kondisi permalasahan

yang menjadi fokus penelitian. Dokumen tersebut bersifat faktual berupa

laporan-laporan kondisi SLTP Terbuka dan teori-teori yang mendukung

pengembangan SLTP Terbuka. Dalam tahapan pra lapangan, diperlukan pula

 



ijin dari pihak pemerintahan di Kecamatan Tanjungsari dengan harapan

pelaksanaan pengumpuian data dan informasi akan memperoleh dukungan

dan bantuan dari seluruh subjek penelitian.

Tahap kegiatan lapangan, tahap ini merupakan bagian utama

penelitian dimana peneliti terjun untuk berhubungan langsung dengan subjek

data yang terdiri atas Tim Koordinasi Wajar Dikdas, Pengelola SLTP Terbuka

terdiri atas Kepala Sekolah, Guru Bina dan Guru Pamong, Orang tua siswa,

dan siswa SLTP Terbuka (yang putus sekolah), tokoh masyarakat. Para

pengelola SLTP Terbuka akan diwawancarai di lokasi SLTP dan TKB masing-

masing, begitu pula Tim Koordinasi Wajar Dikdas. Orang tua siswa dan siswa

serta tokoh masyarakat akan diwawancarai di tempat tinggal (di rumah)

masing-masing sehingga situasi dan kondisi sesuai dengan alamnya.

Setiap selesai melakukan wawancara, pengamatan, atau observasi

segera dilakukan laporan lapangan untuk menghindari bias dari informasi

yang diperoleh dari subjek penelitian dengan cara menuangkan seluruh

informasi yang terkumpul baik dari catatan maupun rekaman tape recorder.

Tahap analisis intensif, menurut Nasution (1996: 129-130), ada tiga

tahapan analisis data yaitu reduksi data, display data, dan mengambil

kesimpulan dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan untuk menelaah

kembali data dan informasi tentang pengelolaan SLTP Terbuka baik di TKB

maupun Induk, peran serta orangtua siswa dalam memberikan dukungan

pada anaknya, masyarakat dan Tim Koordinasi dalam pengembangan SLTP

Terbuka. Langkah selanjutnya adalah mensistematiskan pokok-pokok

informasi sesuai dengan tema dan polanya, dari pola yang nampak ditarik

 



suatu kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan mempunyai makna

tertentu. Verifikasi dilakukan dengan member check maupun thangulasi, oleh

karena itu proses verifikasi kesimpulan ini berlangsung selama dan sesudah

data dikumpulkan.

 



G. Kerangka Penelitian

SLTP

REGULER

SLTP

TERPADU

1.
LUAR SEKOLAH

*
- PEND KELUARGA

- KELOMPOK

BELAJAR

- KURSUS

- KONDISI SOSIAL EKONOMI

ORANG TUA SISWA

- PERSEBARAN SISWA

- MOTIVASI SISWA

- PERAN SERTA ORANG TUA

DAN MASYARAKAT

- PERAN SERTA TLM

KOORDINASI

- KEPEMTNfPINAN KEPALA

SEKOL.AH

KBM

- SARANA DAN PRASARANA

- PEMBIAYAAN

i
^ KONDISI SLTP TERBUKAw

i

1
ANGKA PUTUS SEKOLAH

SLTP TERBUKA TINGGI

i
^ FAKTOR PENYEBAB^

1
ANALISIS SWOT

ANGKA PUTUS SEKOLAH

TURUN. SLTP TERBUKA

BERKONTRIBUSI OPTIMAL

TERHADAP PENUNTASAN

WAJAR DIKDAS DI KEC.

TANJUNGSARI

UPAYA PENANGGULANGAN

 



 




